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PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR 9 TAHUN 2012

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PAMEKASAN,

. Bahwa dalam rangka menghadapi perkembangan keadaan dan

tantangan dalam kehidupan masyarakat, diperlukan Satuan Polisi
Pamong Praja yang profesional;

. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun

2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang ditindaklanjuti
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011
tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong
Praja, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 18
Tahun 2008 perlu disesuaikan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 09);

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok

Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3890);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4437);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);



Menetapkan

6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4193);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4741);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi
Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 09, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5094);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang
Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 56 Tahun 2010;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang
Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 11 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 4 Seri E),

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN
dan

BUPATI PAMEKASAN

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan sebagai Daerah Otonom.

2. Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang
mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat
setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi
masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.



3. Pemerintahan Daerah  adalah  penyelenggaraan  urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

5. Bupati adalah Bupati Pamekasan.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari
Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan
Kelurahan.

7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Pamekasan.

8. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disebut Satpol
PP, adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Perda,
menyelenggarakan  ketertban umum, dan ketenteraman
masyarakat.

9. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat
Pemerintah Daerah dalam penegakan Perda, penyelenggaraan
ketertiban umum, dan ketenteraman masyarakat.

10. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu
keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah
Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan
tenteram, tertib, dan teratur.

11. Perlindungan masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana
warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta
keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana
guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut
memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat,
serta kegiatan sosial kemasyarakatan.

BAB 11
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 2

(1) Satpol PP merupakan bagian perangkat daerah di bidang
penegakan Perda, ketertiban umum, dan ketenteraman
masyarakat.

(2) Satpol PP dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Perda, menyelenggarakan
ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan
masyarakat.



Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,

Satpol PP menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda,
penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
serta perlindungan masyarakat;

b. pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;

¢. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan
ketenteraman masyarakat;

d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;

e. pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Peraturan Bupati,
penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai
Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparatur lainnya;

f. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum
agar mematuhi dan menaati Perda dan Peraturan Bupati;

g. pengelolaan urusan ketatausahaan kantor meliputi umum,
kepegawaian, program, dan keuangan; dan

h. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

BAB III
WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 5

Polisi Pamong Praja berwenang :

a. melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga
masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan
pelanggaran atas Perda dan/atau Peraturan Bupati;

b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang
mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;

c. memfasilitasi dan memberdayakan kapasitas penyelenggaraan
perlindungan masyarakat;

d. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat,
aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran
atas Perda dan/atau Peraturan Bupati; dan

e. melakukan tindakan administrasi terhadap warga masyarakat,
aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas
Perda dan/atau Peraturan Bupati.

Pasal 6

(1) Polisi Pamong Praja mempunyai hak sarana dan prasarana serta
fasilitas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Polisi Pamong Praja dapat diberikan tunjangan khusus sesuai
dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugasnya, Polisi Pamong Praja wajib :

a. menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi
manusia, dan norma sosial fainnya yang hidup dan berkembang di
masyarakat;

b. menaati disiplin pegawai negeri sipil dan kode etik Polisi Pamong
Praja;



membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang
dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman
masyarakat;

melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas
ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana; dan
menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah atas
ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap
Perda dan/atau Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1) Polisi Pamong Praja yang memenuhi syarat dapat ditetapkan

menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

(2) Polisi Pamong Praja yang ditetapkan sebagai Penyidik Pegawai

Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat langsung
mengadakan penyidikan terhadap pelanggaran Perda dan/atau
Peraturan Bupati yang dilakukan oleh warga masyarakat,
aparatur, atau badan hukum.

BAB 1V

SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 9

Satpol PP termasuk organisasi Tipe A.

Pasal 10

Satpol PP terdiri dari :

erpanow

(1)

(2)

(3)

4)

Kepala;

Sekretariat;

Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah;
Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
Bidang Sumber Daya Aparatur;

Bidang Perlindungan Masyarakat; dan

Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 11

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b
dipimpin oleh seorang Sekretaris yang membawahi :

a. Subbagian Program;

b. Subbagian Keuangan; dan

¢. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 huruf ¢ membawahi :

a. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan; dan

b. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.

Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d membawabhi :

a. Seksi Operasi dan Pengendalian Massa; dan

b. Seksi Kerjasama.

Bidang Sumber Daya Aparatur sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 huruf e membawahi :

a. Seksi Pelatihan Dasar; dan

b. Seksi Teknis Fungsional.



